SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

o

bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi
dan kegiatan berusaha dengan memperkuat peran dan
komitmen pemerintahan daerah dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

bahwa layanan perizinan dilakukan secara daring untuk
memudahkan jangkauan masyarakat dalam mengurus
perizinan berusaha,

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten Cirebon
diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai
penyelenggaraan Perizinan Berusaha serta melakukan
penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon dengan dinamika peraturan

perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturart Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Aarllam Avvam eman

Perlindungan  dan  DPengelolaan  Lingkungan  [lidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

o —

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘lahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-TIndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan

.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6634);



Dengan Persetuinan Rersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menetapkan

dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA.

BAR1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

&
2.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah
kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya
secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai
dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu
dalam satu pintu.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pelavanan Terpadu Satu Pintu vang selanijutnya disingkat

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
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kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu vang selanjutnva disingkat DPMPTSP adalah
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola
dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang koordinasi penanaman modal.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode Klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

T7in Aalah narcatitiiian Pamaerintah Piicat atailn Pemerintah
. 1Zin Qalan pers merintan musat a an

e R S CCAA & Casaviaaa

Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan
kegiatan usahanya.

Analisis Mengenai Dampalk Lingkungan Hidup vyang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat
dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah.
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Upava Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

Sertifikat laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum
bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR

adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah

o )

4y —rias

rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya
setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang
memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan
setelah  memperoleh  Perizinan  Berusaha  terkait
pemanfaatan di laut.

Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang selanjutnya
disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk
menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan
antar wilayah.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang
selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang
disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di
kawasan strategis nasional tertentu.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum,

1Al memman ~1- ~am am e P o R L Pt s T 2T o ~ amm am s ey A
I\CLULLLPUL\ vl arixg, aLau pLCLinhullIpUulall, yauy 111ciiuL ue

hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.



27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atan badan

usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

29. Pembinaan adalah upaya yvang sistematis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen,
kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam
melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan
berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan
perundang-undangan.

30. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode
waktu tertentu.

.
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Pemerintah Pusat.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha
di Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati menetapkan standar operasional prosedur
Perizinan.

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten kepada Kepala
DPMPISP.

(2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang men_] jadi
1. DA ~L ™A ~L -
prcxxauscux Ir CJJLCL uu.au ua(.,x au chual no

peraturan perundang-undangan; dan

b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan

Troanada Divnnts hardAaanl- +1voen narmhantiian
I\Uyuua LJLAIJ(ALL (AT R VISEN (S8 l\ull \,\Asao yvlllum LLaCii.



BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan
investasi.

(3) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku
Usaha wajib memenubhi:

a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan
tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(S5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan lingkungan; dan
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

(6) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:

a. Kelautan dan Perikanan;

L. Pertaniaii,

c. lingkungan hidup dan kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral,;

e. ketenaganukliran;

f. perindustrian;

g. perdagangan;

h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

[y
.

transportasi;



kesehatan obat dan

s

k. Pendidikan dan kebudayaan;
1. pariwisata;
m. keagamaan

n. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan
transaksi elektronik;

0. pertahanan dan keamanan; dan
p. ketenagakerjaau,

(7) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e,
huruf m dan huruf o merupakan kewenangan pemerintah

pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan
pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

(8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing
sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi
pengaturan:

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan
kewenangan Perizinan Berusaha,;

b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(9) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan
persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar
Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan
kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Daririrnam DPamianh Davrhnaaia Dicilr~ anhaocnirmmann
(1) Lflllcilial DT uvalia ollvaot INLOIOU sCoagalilialia

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan



(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

3)

-10-

berdasarkan nenetapan

kegiatan usaha mikro.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi
terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala
usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan
menjadi:

a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;

b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan

c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Kegiatan wusaha dengan tingkat Risiko menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
a. tingkat risiko menengah rendah; dan

b. tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat

Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku

Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan

usaha.

NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan

usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh

Usaha Mikro, berlaku juga sebagai:

a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
jaminan produk halal.

Pasal 7

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S ayat (3) huruf a berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan
persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan
usaha.
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dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

f4) Standar pelaksanaan kegiatan 11saha sebagaimana

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan
kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar
pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

(3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan
melalui  Sistem OSS untuk memenuhi standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan
verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangan masing-masing.

(4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi.

(5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha
bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional
dan/atau komersial kegiatan usaha.

(7) Dalam hal pelaku Usaha :

a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang
ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan
kriteria; dan

b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan
persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak NIB terbit,

Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum

terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
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Pasal O

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf c berupa:

a. NIB; dan
b. Izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebeium melaksanakan
kegiatan usahanya.

(3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk
persiapan kegiatan usaha.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan
Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(o) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi
memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar
produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangan masing-masing menerbitkan  Sertifikat
Standar Usaha dan Sertifikat Standar Produk berdasarkan
hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 10

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan
Pasal 9 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan
dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang

hawannwdifileond ~davsy bnsanTeocan T4~ 3
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BAB V
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum

Pasal 11
(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a
terdiri atas:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan berusaha;
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c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh melalui OSS.

(3) Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku
Usaha dapat mengajukan permohonan Persetujuan
Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung dan
Sertifikat Laik Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan
Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Kesesualan Kegiatan Pemaniaatan Ruang untuk kegiaian
berusaha

Pasal 12

Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang untuk kegiatan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
meliputi kegiatan berusaha untuk Usaha Mikro.

Pasal 13

(1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
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kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS.
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Pasal 14

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia

Rencana Detail Tata Ruang di lokasi rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 15

(1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro
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sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak melalai

proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

(2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya
telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

(3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan
ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/
lembaga dan/atau perangkat daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan
melalui:

a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau

w Tasemndrvinvaan TV AmAamsyasn an DAasannsnfantncs TDivacm~
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Paragraf 3

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan
yang Bersifat Strategis

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan yang  Dbersifat strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,
diberikan untuk:

a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat
dalam RTR, RZ KAW, RZ KSNT; dan

b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum
termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT.

(2) Kegiatan yang bersifat strategis nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Bupati.

(4) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang vang termuat dalam RTR, RZ
KAW, atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui:
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a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
dan

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam
RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dilakukan melalui Rekomendasi
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Persetujuan Lingkungan

Pasal 18

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5) huruf b wajib dimiliki oleh setiap Usaha
dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau
tidak penting terhadap lingkungan.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha
dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang
eksisting.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah
melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca
operasi.
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Pagal 10

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak
terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

a. Amdal,
b. UKL-UPL; atau
¢, SPPL.
Pasal 20
(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan

(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL melalui sistem
informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Bupati
sesuai dengan kewenangannya.

Pengajuan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;

c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d yang terintegrasi dengan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi
Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 21

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a

wajib dimiliki bagi setiap rencana wusaha dan/atau

kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap

Lingkungan Hidup.

Rencana Usaha danj/jatau Kegiatan yang wajib memiiiki

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/
skalanya wajib Amdal; dan/atau

b.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak

penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki

Amdal terdir1 atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
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eksnloitasi suumber dava alam,  baik vang terbaruikan

maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat
menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang  hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,
scrta lingkungan sosial dan budays;

e. proses dan  kegiatan yang  hasilnya akan
mempengaruhi  pelestarian kawasan  konservasi

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar

budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan
nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau
mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau

1. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai
potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup

Pasal 22

(I) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
memiliki dampalk penting terhadap linglkungan hidup.

(2) Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak
memiliki Dampak Penting;

b. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
usaha dan/atau kegiatan di luar dan/atau tidak
berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan

c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang

Jilenmer ma Vi lemca B mins Tenewsn2ile e A sme D1
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Bagian Ketiga
Persetujuan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi
Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 23
(1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, diajukan oleh Pemilik
sebelum pelaksanaan konstruksi.

(2) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan
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Gedung atau  prasarana  Rangunan Gedung  haru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
a. konsultasi perencanaan; dan

b. penerbitan.

Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a memeriksa dan menyetujui dokumen
rencana teknis.

Proscs konsultasi perc
pada ayat (4) meliputi:
a. pendaftaran;

b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan

c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
Pemohon atau Pemiiik sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) menyampaikan informasi:

a. data Pemohon atau Pemilik;

b. data Bangunan Gedung; dan

c. dokumen rencana teknis.
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Pasal 24

Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b meliputi:

a. penetapan nilai retribusi daerah;

b. pembayaran retribusi daerah; dan

c. penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan sub urusan Bangunan Gedung.
Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pemilik wajib memenuhi kesesuaian penetapan fungsi
dalam Persetujuan Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Sertifikat Laik Fungsi
Pasal 25
SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan
Gedung dapat dimanfaatkan.
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a_ dokumen SLF;

b. Lampiran dokumen SLF; dan
c. label SLF.

Pasal 26

(1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus
diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.

(2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan
deret; dan
b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.

(3) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi.

(4) Kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempertimbangkan  kesesuaian  kondisi lapangan,
dan/atau gambar Bangunan Gedung terbangun (as built
drawings) terhadap SLF terakhir serta Standar Teknis.

BAB VI
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh
DPMPTSP.

(2) Berdasarkan  pendelegasian wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan pelayanan
Perizinan oleh DPMPTSP meliputi:

a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b. penerbitan dokumen izin;

c. penyerahan dokumen izin; dan

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.

(3) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara
Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai
kewenangannya.

Pasal 28

(1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan
Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha.
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Tanaj 1 Penyelenggaraan Perizinan Rerusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pelaksanaan pelayanan;
pengelolaan pengaduan masyarakat;
pengelolaan informasi;

penyuluhan kepada masyarakat;
pelayanan konsultasi; dan
pendampingan hukum.

Mo Qo o

Pasal 29

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a
wajlb menggunakan Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus
bagi kelompok rentan, lanjut wusia, dan penyandang
disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah
Pusat.

(4) Dalam hal DPMPISP tidak memberikan pelayanan
perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan
penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan
secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan
perangkat/tasilitas sendir1 atau yang disediakan oleh
DPMPTSP.

(2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat
dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

a. pelayanan berbantuan; dan/atau
b. pelayanan bergerak.

(3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP
dan Pelaku Usaha.

(4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan
pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan
sarana transportasi atau sarana lainnya.
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Pasal 31

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem
OSS:

a. belum tersedia; atau

b. terjadi gangguan teknis.

(2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan
Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

(3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan
berbantuan dilakukan dengan tahapan:

a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;

b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan
Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana
dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada
DPMPTSP; dan

c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen
Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku
Usaha melalui sarana komunikasi.

(4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan
berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak
dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

(5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem
OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 32

(1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar,
dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang
memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan
di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau
nama lain.

(2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor
kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan
permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak
yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

(3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh
perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan/desa atau
nama lain dengan menggunakan hak akses yang dimiliki
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oleh Pelaku [Jsaha paling lama 2 (tiga) Hari setelah diterima

dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan
Perizinan Berusaha.

Pasal 33

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a
tidak dipungut biaya.

(2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan
retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan

secara cepat, tepat  transparan, adil tidak diskriminatif]
dan tidak dipungut biaya.
(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
menerima dan memberikan tanda terima;
memeriksa kelengkapan dokumen;
mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
menelaah dan menanggapi;

menatausahakan;

™o o TR

melaporkain hasil; dain

memantau dan mengevaluasi.

(3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan
Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

L

Pasal 35

(1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk
mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan
Perizinan Berusaha.

(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat
dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.
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Pagal 36

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit:

a. menerima permintaan layanan informasi; dan
b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan
Perizinan Berusaha.

Pasal 37

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan
melalul subsistem pelayanan intormasi dalam Sistem OSS.

(2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan
memberikan informasi lainnya, yang memuat:

a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
c. penilaian kinerja PTSP.

(3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat
tidak dipungut biaya.

Pasal 38

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat
terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan
Berusaha;
d. waktu dan tempat pelayanan; dan
e. tingkat risiko kegiatan usaha.
(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat

dilakukan melalui:

a. media elektronik;

b. media cetak; dan/atau
Cc. pertemuan.

(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara
periodik.
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Pasal 39

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf e, paling sedikit:

a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
c. pendampingan teknis.

(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau
daring.

(3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 40

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat
permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan
perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

(2)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
hukum.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 41

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus
dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar
pelayanan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit, meliputi:

a. kantor depan;

b. kantor belakang;

c. ruang pendukung; dan
d. alat/fasilitas pendukung.

(3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan

secara elektronik, paling sedikit berupa:

a. koneksi internet;

b. pusat data dan server aplikasi;

c. alat komunikasi; dan

d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
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Sumber Daya Manusia Aparatur
Pasal 42

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus
didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan
pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha
yang disediakan secara proporsional untuk mendukung
kinerja DPMPTSP.

Pasal 43

(1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP
harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang
ditetapkan.

(2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan
kompetensi.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi
pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat
dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Bagian Keempat
Tata Hubungan Kerja
Pasal 44

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan

kerja yang meliputi:

a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;

b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah; dan

c. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi.

Pasal 45

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan
secara fuingsional dalam melaksanakan Perizinan Rernisaha
di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
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verifikasi 11s11lan Perizinan Rerusaha;

pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk
mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

a0

Pasal 46

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan
secara fungsional dan koordinatit dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan
kewenangan masing-masing;

b. verifikasi Perizinan Berusaha;

c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan
Perizinan Berusaha;

d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan
Berusaha; dan

e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 47

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP
bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung
jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

BABVII
PELAPORAN
Pasal 48

(1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah kepada Gubernur Jawa Barat paling
sedikit memuat:

a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
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RAR VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan

pengawasan proses penerbitan Perizinan Berusaha.

Bupati menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat

tertentu dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan tugas

dail taingguilg jawabilya.

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan

dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengawasan dan evaluasi dalam rangka penertiban dan

penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah ini

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil pengawasan Perizinan sebagaimana dimaksud pada

a. pembinaan untuk menjamin Perizinan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam
rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada
pemilik Perizinan yang melaksanakan Perizinan tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan lebih Ilanjut mengenai pembinaan dan

pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Dalam hal hasil dari pengawasan menunjukan adanya bukti
pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan Perizinan,
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan
sanksi administratif.

Pasal 51

Pengawasan atas proses penyelenggaraan PTSP dilaksanakan
oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai
tungsi1 dan kewenangannya.
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RAR IX
PENDANAAN
Pasal 52

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan
perundang-undangan.

BABX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

(1) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi
dalam PBG dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
pelaksanaan pembangunan,;
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemantfaatan
Bangunan Gedung;
pembekuan PBG;
pencabutan PBG;
pembekuan SLF Bangunan Gedung;
pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

2~ 2 - ]

Pasal 54

(1) Pemilik yang belum memperoleh PBG sebelum pelaksanaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai
sanksi administratif.

(2) Pemilik yang belum memperoleh SLF namun telah
memanfaatkan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan:
1. pembangunan;
2. pemanfaatan; dan
3. Pembongkaran;
c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
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tahanan nemhanoiinan:
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. pemanfaatan; dan
. Pembongkaran.
d. pembekuan:

1. PBG;

2. SLF; dan

3. persetujuan Pembongkaran.

wt\)g—-

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan dan tidak memiliki izin atau non perizinan
dikenakan sanksi administratif berupa:

teguran lisan;

teguran tertulis;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian tetap kegiatan;

pencabutan sementara izin;

pencabutan tetap izin;

denda administratif; dan/atau

sanksi adiministratif lainnya sesuai dengan ketentuan

R NN RN R

peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54
dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan
sanksi administratif kepada Perangkat Daerah.

(4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
1n1 diundangkan.
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Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2002 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian
dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2002Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebonn Nomor 3 Tahuinn 2003 tentang
Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
MAalavven NNND 4 mam b am Mawavralacn v aen A Trsan TTa~ak ~
il1aiiull PAAVAVEY LC11 La.ll.s 1 Cll._)’ ClCllssal aaill 14111 voatlia
Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2003 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6
Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana
Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2003 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005

Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014

Nlo oo 2\ g
noioutl V),
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h. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3
Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 6) sepanjang mengenai pengaturan
izin lingkungan; dan

j- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11) sepanjang
pengaturan mengenai perizinan penanaman modal;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON
Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
Ttd

HILMY RIVAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

(2/105/2023) Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, telah menegaskan kewenangan dalam melaksanakan
perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah. Kewenangan tersebut termasuk sebagai bagian dari urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dengan diterbitkannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan
pedoman baru dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu dilakukan
dengan :

a. berbasis risiko;

b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah
pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang
dikelola pemerintah pusat; dan

d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan
sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha
di Daerah, menjadi dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa Bupati
menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah juga berpedoman
pada Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risikc yang memberikan dasar dalam penyelenggaraan
berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan tindak lanjut pengaturan di
Kabupaten Cirebon dalam bentuk Peraturan Daerah, yang didalamnya
mengatur perizinan berusaha di Daerah yang memuat Kewenangan
Penyelenggaraan perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha,
perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha,
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manajemen penyelenggaraan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan,
pendanaan, dan sanksi administratif.

.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
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Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain
Kementerian Hukum dan HAM, Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan, Balai Besar Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain pelaku
usaha yang tidak memiliki fasilitas/alat dalam mengakses Sistem
OSS.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah
terganggunya Sistem OSS atau terganggunya jaringan internet
dalam mengakses Sistem OSS.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
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ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah peraturan perundang-undangan tentang
perizinan berusaha di daerah.
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Yang dimaksud dengan “interaktif” adalah koordinasi 2 (dua) arah
secara aktif sesuai kewenangan.
Pasal 40
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pendampingan hukum” adalah
pendampingan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dalam pelaksanaan proses perizinan baik
didalam maupun diluar pengadilan dalam Perkara Perdata dan
Tata Usaha Negara.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
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Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 64



